




i 

 

NEGARA DAN PENDIDIKAN 

DALAM PERSPEKTIF PEDAGOGI KRITIS 

 

 

 

Sri Wahyuni 

Nindita Fajria Utami 

Puspita Wulandari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA 

 



ii 

 

NEGARA DAN PENDIDIKAN 

DALAM PERSPEKTIF PEDAGOGI KRITIS 

 

Penulis  : Sri Wahyuni 

Nindita Fajria Utami 

Puspita Wulandari 

 

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita 

 

Tata Letak : Meilita Anggie Nurlatifah 

 

ISBN  :  978-623-151-959-7 

 

Diterbitkan oleh :  EUREKA MEDIA AKSARA,  

DESEMBER 2023 

  ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH 

  NO. 225/JTE/2021 

 

Redaksi: 

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari 

Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992 

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com 

Cetakan Pertama : 2023 

 

 

 

All right reserved 

 

 

 

Hak Cipta dilindungi undang-undang 

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh 

isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, 

termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman 

lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.  



iii 

 

KATA PENGANTAR 

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 

Esa, karena atas rahmat dan kekuatan yang dilimpahkan-Nya, buku 

GHQJDQ� MXGXO� ´NEGARA DAN PENDIDIKAN DALAM 

PERSPEKTIF PEDAGOGI KRITISµ� LQL� GDSDW� NDPL� VHOHVDLNDQ�

penyusunannya. 

Secara garis besar, buku ini menjelaskan tentang: Kekuasaan 

dan Pendidikan; Kurikulum dan Kekuasaan Transmitif; Pendidikan 

dalam Perspektif Kritsi; Critical Discourse Analysis (CDA) Norman 

Fairclough dalam teks kurikulum; Praktik Kuasa Negara dalam 

Pembelajaran Sosiologi dan lain sebagainya. 

Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan 

bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu penyusunan 

buku ini. Kami menyadari bahwa di dalam buku ini masih terdapat 

banyak kekurangan. Oleh karena itu, dalam rangka perbaikan ke 

depan, kami sangat mengharapkan adanya sumbang saran 

pemikiran dari semua pihak.
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BAB 

1 PENGANTAR 

Pendidikan ialah salah satu cita-cita nasional bangsa 

Indonesia yang termaktub pada Pembukaan UUD tahun 1945 alinea 

keempat, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehubungan 

dengan ini, Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan agar 

pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

yang diatur dengan UU. Menurut pasal ini, praktik pendidikan 

nasional dijalankan sesuai dengan landasan yuridis yang sudah 

ditentukan, yang dapat berupa peraturan pemerintah atau UU. 

Yang dimaksud dengan UU tersebut ialah UU Republik 

Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

yang menjadi penyempurnaan dari UU RI No. 2 tahun 1989 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. Untuk mewujudkan cita-cita nasional 

bangsa tersebut perlu strategi pembangunan pendidikan nasional 

berupa kurikulum. Kurikulum menempati kedudukan yang 

strategis atas segala aspek upaya pendidikan sebagai suatu 

rancangan pendidikan. Kurikulum Indonesia telah mengalami 

evolusi terus menerus sejak kemerdekaan negara ini. Dalam sejarah 

penggunaan kurikulum yang pernah dipergunakan yakni 

kurikulum pasca kemerdekaan 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 

1994, serta KBK yang disempurnakan menjadi KTSP, serta yang 

baru saja dipraktikkan di tahun Pelajaran 2013/2014 yaitu 

Kurikulum 2013.  

Pada masa orde lama, kurikulum yang berlaku ialah 

kurikulum 1947 (leer plan atau rentjana pelajaran), 1952 (Rentjana 

Pelajaran Terurai) serta 1964 (Rentjana Pendidikan). Tujuan 

PENGANTAR 
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BAB 

2 KEKUASAAN DAN PENDIDIKAN 

 

A. Kekuasaan dalam Pendidikan 

Dinamika kekuasaan merupakan topik yang sangat 

menarik, khususnya dalam masyarakat kontemporer. Ada yang 

mungkin berargumentasi bahwa kekuasaan berdampak pada 

setiap aspek upaya manusia, termasuk pendidikan. Kekuasaan 

seringkali menyusup ke dalam kegiatan pendidikan melalui 

berbagai cara. Pengaruh ini dapat terwujud secara terang-

terangan atau obyektif, atau dapat terjadi secara terselubung 

atau tidak disadari, sehingga memandu upaya akademis yang 

disebut sebagai hidden curriculum. 

Terdapat korelasi yang kuat antara pendidikan dan 

otoritas. Kekuasaan menjadi penyebab munculnya pendidikan. 

Satu-satunya kekhawatiran adalah apakah wewenang ini selaras 

dengan arah proses pendidikan yang diharapkan. Proses 

pendidikan berfungsi sebagai mekanisme yang membebaskan, 

karena memberikan siswa pemahaman tentang kapasitas 

otonomi mereka dan memberdayakan mereka untuk 

berkembang menjadi individu yang unik. Sebaliknya, praktik 

menjalankan kekuasaan mengacu pada tindakan melakukan 

kontrol. Hal ini mengandung arti bahwa kekuasaan dipegang 

oleh mereka yang mempunyai otoritas (penguasa), sementara 

yang lain tunduk pada kontrol atau menjadi objek penguasa. 

Hubungan subordinat antara yang berdaulat dan yang 

diperintah terbentuk pada saat ini. Kebebasan individu bisa 

hilang atau terikat pada sumber otoritas atau kekuasaan di luar 

individu. 

KEKUASAAN DAN 

PENDIDIKAN 
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BAB 

3 KURIKULUM DAN KEKUASAAN TRANSMITIF 

 

 

A. Kurikulum Pendidikan: Definisi Ahli 

Hilda Taba2, Kurikulum diartikan menjadi rencana atau 

program belajar. Taba PHQJHPXNDNDQ��´A curriculum is a plan for 

learning: therefore, what is know abaout the learning process and the 

development of the individual has bearing on the shaping of a 

curriculum �:LQD� 6DQMD\D�� �������µ�� 3HQJHUWLDQ� NXULNXOXP�

DGDODK�´VHVXDWX�\DQJ�GLUHQFDQDNDQµ��GDQ�JDJDVDQ�DWDX�FLWD-cita 

tentang apa artinya menjadi seseorang atau warga negara sering 

kali dipersiapkan. Menurut Hilda Taba, tujuan dari hampir 

setiap kurikulum adalah memberikan siswa informasi dan 

kemampuan yang mereka butuhkan untuk memberikan 

kontribusi yang berarti kepada masyarakat. 

Sebaliknya, Pierre Bourdieu memberikan definisi 

kurikulum sebagai struktur dan substansi sistem pendidikan, 

yang bertujuan untuk memfasilitasi transfer pengetahuan 

antargenerasi dalam suatu masyarakat tertentu. UU No. 20 

Tahun 2003 yang mendefinisikan kurikulum sebagai 

´VHSHUDQJNDW�UHQFDQD�GDQ�SHQJDWXUDQ�PHQJHQDL�WXMXDQ��LVL��GDQ�

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan naVLRQDOµ�� DGDODK� SHQJHUWLDQ� NXULNXOXP� \DQJ�

dipergunakan di Indonesia. Tujuan pendidikan nasional ini 

 
2  Hilda Taba adalah seorang tokoh dalam pengembangan kurikulum, yang ciri 

khasnya adalah memposisikan guru sebagai inovator dalam pengembangan 

kurikulum. 

KURIKULUM DAN 

KEKUASAAN 

TRANSMITIF 
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BAB 

4 PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF KRITIS 

 

 

A. Mengenal Perspektif Pedagogis Kritis dalam Pendidikan 

Padagogi kritis dengan tokoh meliputi Paulo Freire, 

Michael W. Apple, Henry A. Giroux serta Peter McLaren 

berpendapat bahwasanya persoalan pendidikan adalah 

persoalan politik melalui pemikiran kritis. Karena pendidikan 

tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat bersifat netral, 

terlepas dari masyarakat, atau objektif, maka inilah yang terjadi. 

Pendidikan kritis dipahami sebagai paradigma pendidikan yang 

menggabungkan teori dan praktik, dengan tujuan utama 

membekali individu-individu yang terpinggirkan dengan 

kesadaran yang diperlukan untuk terlibat dalam praksis 

emansipatoris. Pendidikan kritis mewujudkan pandangan 

politik yang, dengan mengkaji ideologi dan hegemoni, dapat 

dikaitkan dengan aspek-aspek spesifik yang menjadi perhatian 

dalam setiap sistem pendidikan.  

Pendidikan adalah institusi yang berkomitmen untuk 

memberdayakan kelompok yang tertindas dan tersubordinasi, 

bukan bersikap netral, menurut pendidikan kritis. Untuk 

membangkitkan kesadaran di antara mereka yang tertindas dan 

melakukan perubahan, pendidikan kritis mengkaji substansi 

kurikulum, metodologi yang digunakan, dan pendirian lembaga 

pendidikan. Dalam pengertian ini, pendidikan kritis mengacu 

pada pendidikan transformasional, yang berupaya 

menggantikan proses pendidikan yang mempertahankan status 

PENDIDIKAN DALAM 

PERSPEKTIF KRITIS 
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BAB 

5 CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS (CDA) NORMAN FAIRCLOUGH DALAM TEKS KURIKULUM' 

 

 

A. Wacan Dan Reproduksi Ideologis 

Karena wacana secara bersamaan dibentuk oleh struktur 

dan praktik sosial lainnya serta mereproduksi dan memodifikasi 

identitas, hubungan sosial (termasuk hubungan kekuasaan), dan 

pengetahuan, maka wacana merupakan bentuk praktik sosial 

yang signifikan, menurut Norman Fairclough. Konsekuensinya, 

wacana dan dimensi sosial lainnya saling bergantung secara 

dialektis. Fairclough mendefinisikan struktur sosial sebagai 

kumpulan komponen diskursif dan non-diskursif yang 

mendefinisikan hubungan sosial pada institusi tertentu dan 

masyarakat secara luas (Jorgensen & Philips. 2007:122-123). 

Wacana, menurut Fairclough, bisa bersifat ideologis pada 

tingkat yang berbeda-beda. Wacana ideologis yang membantu 

pelestarian dan modifikasi struktur kekuasaan yang sudah 

mapan. Definisi sebenarnya dari kekuasaan adalah ideologi 

(Fairclough, 1995:71). Ideologi, menurut pemahamannya, adalah 

proses di mana signifikansi dikonstruksi sedemikian rupa 

sehingga mempengaruhi pembentukan, pembubaran, dan 

evolusi dinamika kekuasaan yang didasarkan pada struktur 

sosial. 

Analisis wacana kritis menyelidiki fungsi praktik 

diskursif yang memajukan kepentingan kelompok sosial 

tertentu dan cara praktik tersebut membangun hubungan 

kekuasaan. Analisis wacana kritis menunjukkan suatu 

pemeriksaan yang berupaya mengungkap fungsi praktik 

CRITICAL DISCOURSE 

ANALYSIS (CDA) NORMAN 

FAIRCLOUGH DALAM TEKS 

KURIKULUM 
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BAB 

6 ANALISIS PRAKTIK WACANA TEKS 

KURIKULUM PASCA REFORMASI 

Pada level analisis praktik wacana, pembahasan dibagi 

menjadi tiga bagian, yakni pada proses produksi, proses distribusi 

dan proses konsumsi wacana. Pada ketiganya akan dikaji mulai dari 

aspek makro sampai aspek mikro, yaitu dengan melihat mulai dari 

kebijakan atau aturan yang mengatur proses produksi, proses 

distribusi dan proses konsumsi wacana, sampai praktik wacana itu 

sendiri. 

 

A. Proses Produksi Teks Kurikulum 

Dalam teks kurikulum, pengambil keputusan adalah 

mereka (individu atau organisasi) yang mempunyai 

kewenangan untuk memutuskan hal-hal tertentu yang terkait 

kurikulum yang akan dikembangkan dan diajarkan di sekolah 

tertentu karena kedudukan atau kedudukan profesionalnya 

(Marsh & Stafford, 1988:161-162). Dengan mengacu pada UU 

No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, proses 

produksi atau proses dalam pembuatan kurikulum pendidikan 

dilakukan tim yang dibentuk Pusat Kurikulum dan Sarana 

Pendidikan atau yang sekarang berganti nama menjadi Pusat 

Kurikulum dan perbukuan menyiapkan draft Struktur 

Kurikulum bersama para pejabat di lingkungan Puskurbuk serta 

staf senior.  

Pada rapat pimpinan Balitbang dipimpin Kepala Badan 

Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, struktur kurikulum awal dibahas 

ANALISIS PRAKTIK 

WACANA TEKS 

KURIKULUM PASCA 

REFORMASI 
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BAB 

7 ANALISIS PRAKTIK SOSIO-KULTURAL TEKS KURIKULUM PASCA REFORMASI 

 

Pada praktik sosio-kultural, menjelaskan kondisi sosial 

budaya yang menyertai kemunculan teks-teks kurikulum 

pendidikan, dikarenakan asumsi bahwasanya konteks sosial 

budaya yang ada diluar teks memberikan pengaruh bagaimana 

wacana muncul pada teks. Mengacu pada level analisis praktik 

sosial budaya Fairclough. Level situasional yakni mengarah kepada 

waktu atau suasana (konteks peristiwa ketika teks dibuat), level 

institusional yang melihat bagaimana pengaruh institusi organisasi 

pada praktik produksi wacana, serta level sosial yang melihat secara 

menyeluruh bagaimana kondisi sistem sosial, politik, ekonomi serta 

budaya masyarakat yang terjadi pada masa teks dibentuk. 

Pembahasan pada praktik sosial-kultural dimulai pada masa pasca 

reformasi bergulir, dengan asumsi bahwa periode reformasi tahun 

1998 merupakan tonggak utama penyebab lahirnya kurikulum-

kurikulum baru yang berusaha melepaskan diri dari rezim Orde 

Baru, terjadi perombakan politik yang tentunya berdampak besar 

dalam pendidikan di Indonesia 

A. Reformasi (1998): Tuntutan Perubahan Sistem Sosial Politik 

Nasional 

Keberagaman menjadi kekuatan pemersatu pada masa 

orde baru yang diatur dengan politik terpusat yang berpusat 

pada kekuasaan pemerintahan yang otoriter. Namun demikian, 

sebagai akibat dari tuntutan reformasi tahun 1998, integrasi 

nasional, yang dibangun atas dasar politik budaya yang 

terstandarisasi, dianggap tidak relevan dengan keadaan dan etos 

demokrasi global, yang juga tumbuh sebagai konsekuensi dari 

ANALISIS PRAKTIK 

SOSIO-KULTURAL TEKS 

KURIKULUM PASCA 

REFORMASI 
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BAB 

8 PRAKTIK KUASA NEGARA DALAM PEMBELAJARAN SOSIOLOGI PASCA REFORMASI 

 

A. Representasi Negara dalam Pendidikan: Kajian Kritis pada 

KBK, KTSP, dan Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran 

Sosiologi di Sekolah Menengah Atas Pasca Reformasi 

Pada bab ini, untuk menemukan ideologi yang 

berkembang pada setiap kurikulum mata pelajaran Sosiologi, 

maka analisis level teks dari analisis wacana kritis Norman 

Fairclough dipergunakan sebagai pisau untuk membedah tiap 

wacana yang ada. Dalam tataran dimensi teks, Fairclough 

membaginya atas 3 elemen dasar, yakni representasi, relasi, serta 

identitas. 

1. Analisis Teks Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata 

Pelajaran Sosiologi SMA 

Untuk menemukan kecenderungan tema ideologi atau 

isu-isu global yang sering muncul pada kurikulum, peneliti 

membuat dan menyimpulkan dari Standar Kompetensi serta 

Kompetensi Dasar mata pelajaran Sosiologi. Kemudian, dari 

kesimpulan tersebut terlihat, isu-isu apa saja yang sering 

muncul dalam kurikulum. Kemudian peneliti melakukan 

analisis secara kuantitatif, untuk menentukan frekuensi 

terbesar yang sering muncul. Sesuai dengan hasil analisis 

yang menggambarkan gagasan sentral, dapat ditunjukkan 

dalam tabel berikut: 

  

PRAKTIK KUASA NEGARA 

DALAM PEMBELAJARAN 

SOSIOLOGI PASCA 

REFORMASI 
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BAB 

9 KURIKULUM SOSIOLOGI PASCA REFORMASI DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KRITIS 

 

 

A. Tema-tema Ideologi Negara dalam Kurikulum Sosiologi SMA 

Pokok bahasan sub bab kali ini, penulis ingin 

menghubungkan antara praksis pendidikan di Indonesia 

(pedagogi) dengan teori (pedagogik) kritis dari mazhab 

pendidikan kritis. Berdasarkan analisis teks, isu sentral yang 

menjadi ideologi negara yang sering muncul di kurikulum 

sosiologi tingkat SMA ialah perubahan sosial budaya (KBK); 

masyarakat multikultural dan lembaga sosial (KTSP); serta 

masyarakat multikultural (Kurikulum 2013). 

Tabel 6. Isu Sentral dalam Teks Kurikulum Sosiologi SMA 

Pascareformasi 

No 
Tema 

Ideologi  

KBK KTSP K13 

X 
X
I 

X
II 

X 
X
I 

X
II 

X 
X
I 

X
II 

1 

Peranan 
sosiologi 
dalam 
masyarakat 

-   -   - 

- 

- 

2 
Masyarakat 
multikultur
al 

 -   -  - 
- 

- 

3 
Perubahan 
sosial 
budaya 

  -   -  
 

- 

KURIKULUM SOSIOLOGI 

PASCA REFORMASI DALAM 

PERSPEKTIF PENDIDIKAN 

KRITIS 
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